
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEDUR PENGGUNAN e-FAKTUR DALAM PELAPORAN SURAT 
PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

OLEH PENGUSAAHA KENA PAJAK (PKP) PADA KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN 

 
 

(Procedure The Use of Invoices Electronic in Making Period Notification Value 
Added Tax by Employers Taxable at Taxable at  Tax Office Service Pratama  

South  Malang) 
 
 
 
 
 

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Dimas Agung Prasetyo 
130903101054 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS JEMBER 

2016 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEDUR PENGGUNAN e-FAKTUR DALAM PELAPORAN SURAT 
PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN 

 
 

(Procedure The Use of Invoices Electronic in Making Period Notification Value 
Added Tax by Employers Taxable at Taxable at  Tax Office Service Pratama  

South  Malang) 
 
 
 
 

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA 
 
 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  

Fakultas Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik  
Universitas Jember 

 
 
 

Oleh : 
 

Dimas Agung Prasetyo 
130903101054 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS JEMBER 

2016 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk: 

1. Ayahanda Muhadi S.AP dan Ibunda Siti Komariyah Spd, yang  selama ini 

tidak mengenal lelah berdoa, melimpahkan seluruh kasih sayangnya kepada 

saya, melimpahkan kasih sayangnya, perhatiannya kepadaku, memberikan 

semangat setiap harinya dan selalu berjuang untuk anaknya; 

2. Kakaku Diyah Ayu Setyorini SP yang selalu memberikan perhatian, dukungan, 

penyemangat dalam penyelesaian laporan ini; 

3. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas do’a, semangat dan dukungan yang 

diberikan selama ini; 

4. Guru-guruku mulai TK sampai Perguruan Tinggi  dan Dosen Pembimbing 

yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh 

kesabaran; 

5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


iii 
 

MOTTO 

 

“Pembayar pajak berhak atas kebijakan publik yang bermutu” 

(Rocky Gerung) 

 

" Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 

suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 

ia dengan kemajuan selangkah pun”  

(Ir Soekarno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1  http://www.linikata.com/topik/Pajak/111.html 

2 http://kumpulankatakatabijakmutiara.blogspot.co.id/2014/09/kata-kata-bijak-tokoh-orang-

terkenal-di.html 
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RINGKASAN 

  

Prosedur Penggunan e-Faktur Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Oleh Pengusaaha Kena Pajak (PKP) Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan; Dimas Agung Prasetyo; 2016: 59 
Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Jember. 
 

e-Faktur adalah suatu cara pembuatan SPT masa PPN, penyampaian faktur 

pajak tidak lagi menggunakan formulir yang terlampir dikertas melainkan 

mengugunakan aplikasi yang berbasis komputerisasi dan digital. Aplikasi tersebut 

mempermudah pengusaha kena pajak dalam menyampaikan faktur pajaknya dan 

pembuatan SPT dapat dibuat oleh Pengusaha Kena pajak langsung melalui 

aplikasi elektronik faktur tersebut. Perbedaan e-Faktur dengan Pajak Kertas, yaitu 

pada kemudahan, kenyamanan, dan keamaanan pengusaha kena pajak (PKP) 

dalam melaporkan faktur pajaknya. Dengan format aplikasi atau sistem elektronik, 

e-Faktur bisa meminimalisasi kasus penggunanan Faktur Pajak fiktif dan 

duplikasi Faktur Pajak. 

Pemberlakuan e-Faktur menindak lanjuti PER 16/PJ/2014 tentang tata cara 

pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik, akan dilakukan 

secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 

Juli 2015. Sedangkan pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan secara 

serentak dimulai pada tahun 2016. PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak 

menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga 

akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Ada Tahapan utama yang harus dilakukan bagi Wajib Pajak sebelum 

menggunakan aplikasi e-Faktur yaitu, Mengajukan permintaan surat sertifikat 

elektronik ke kantor pelayanan pajak terdekat yang merupakan pengukuhan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk menggunakan e-Faktur. Karena  hanya 

sekali digunakan, Pengusaha Kena Pajak hanya perlu sekali saja mengajukan 

permohonan mendapatkan surat sertifikat elektronik, mengajukan surat 

permohonan kode aktivasi dan password ke kantor  pelayanan pajak terdekat.  
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Pelaksanannya e-Faktur terdapat beberapa keunggulan dan kekurangannya 

antara lain yaitu, keunggulan penggunanan e-Faktur adalah pembuatan SPT dapat 

dilakukan dimana saja dan kapanpun, mengurangi beban volume berkas/kertas 

dokumen perpajakan, penggunanan Aplikasi yang sangat mudah, Pengusaha Kena 

Pajak tidak perlu bolak-balik Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta form SPT 

masa Pajak Pertambahan Nilai. Untuk kendala sendiri yaitu masih banyaknya 

Pengusaha Kena Pajak yang tidak menggunakan e-Faktur, masih banyaknya 

Pengusaha Kena Pajak yang tidak begitu paham tentang adanya pembuatan SPT 

masa PPN menggunakan e-Faktur dan juga tentang tata cara pembuatannya, 

masih banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengerti Tekhnologi 

Informasi Komputer dan merasa Konfensional/lama lebih memudahkan. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 874/UN25.1.2/SP/2016, Ilmu 

Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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PRAKATA 

 

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya 

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul 

“Prosedur Penggunaan e-Faktur Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Oleh Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna 

memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) 

pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Materi dari penyusunan laporan ini berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang 

dilaksanakan pada Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan juga 

teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah serta literatur yang berhubungan 

dengan materi ini. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis ini tidak terlepas dari 

bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini 

telah rela dan senang hati membantu penulis. Pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember; 

2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos.,M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

4. Drs. Sugeng Iswono, M.A selaku Ketua Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

5. Dra. Sri Wahjuni, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);  

6. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan 

Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, 

bimbingan dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini; 
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7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas 

Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu selama ini serta 

memberikan  kemudahan dalam proses akademik; 

8. Bapak Bayu Kaniskha selaku Kepala KPP Malang Selatan yang telah 

memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata; 

9. Bapak Suryanto Norejo selaku Kepala Seksi PDI KPP Malang Selatan; 

10. Bapak Sandy Purbandaru selaku Seksi Pelaksana KPP Malang Selatan; 

11. Seluruh staf dan karyawan KPP Malang Selatan; 

12. Semua Sahabat-Sahabatku Diploma III Perpajakan terima kasih atas 

kebersamaannya selama ini, dan semoga sukses selalu; 

13. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek 

Kerja Nyata ini. 

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk 

mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari pembaca sekalian demi lebih sempurnanya laporan 

ini. Akhir kata penulis mengharap semoga penulisan Laporan ini dapat bermanfaat 

kepada semua pihak khususnya pembaca. 

 

 

Jember, 8 Juni 2016       Penulis 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan 

tertentu, dalam setiap peraturanya berbagai macam budaya dan kelestarian alam 

yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakatnya terutama di sektor 

perpajakan harus ditingkatkan dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. 

Negara Indonesia memiliki penduduk yang sebagaian besar bergelut di bidang 

perekonomian sebagai pengusaha. Banyaknya pengusaha di berbagai sektor 

mendorong kemajuan ekonomi yang signifikan di Indonesia, dengan kemajuan 

ekonomi yang semakin signifikan tersebut didorong oleh pemasukan pajak yang 

semakain besar diterima negara dari proses perputaran roda perikonomian 

transaksi jual beli barang atau jasa tersebut. 

Pajak pertambahan nilai yang biasa disebut PPN, adalah pajak yang 

bersifat tidak langsung, yang beban pembayaranya dapat dialihkan kepada pihak 

lainnya. Karena sifatnya yang tidak langsung maka pihak yang membayar ke kas 

negara adalah pihak penjual, PPN dibayar oleh pembeli bahkan penanggung akhir 

bisa sampai kepada konsumen akhir. Dengan demikian, proses terjadinya 

penyerahan barang akan sangat banyak, dimulai bahan mentah, pemrosesan 

sampai menjadi barang jadi yang siap digunakan oleh konsumen. Pada saat 

terjadinya transaksi tersebut atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang 

dilakukan oleh wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib 

dikeluarkan faktur Pajak.  

  Faktur Pajak dijelaskan dalam pasal 1 angka 23 UU PPN, yaitu bukti 

pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). 

Atau dengan kata lain, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia 

harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut 

pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Bahwa 

barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain 
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daripada harga pokoknya itu sendiri.  Fungsi dari Faktur Pajak yaitu sebagai bukti 

pengutan pajak sebagai konsekuensi pengusaha kena pajak dalam memungut 

PPN. 

Dalam penjelasan Pasal 3 UU KUP digariskan bahwa bagi PKP 

berkewajiban membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah PPN dan PPNBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang, 

pengreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, pembayaran atau 

pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak 

dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bagi 

Pemotong atau Pemungut Pajak. Fungsi tersebut adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut 

dan disetorkannya. Penyampain  SPT masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang diautur oleh Undang Undang PPN pasal 15A, Surat Pemberitahuan Masa 

Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah 

berakhirnya Masa Pajak. Dan bila Pengusaha Kena pajak sebagai wajib pajak 

tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pelaporan SPT masa PPN  dengan 

tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi denda Rp 500.000 seperti yang 

tertuang dalam Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 7 ayat 1 

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 

untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai apabila SPT tidak disampaikan dalam 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. 

Dengan berkembangnya era kemajauan teknologi komputerisasi dan juga 

teknologi  digital, mendukung kemajauan dalam penyampain pajak termasuk 

faktur pajak oleh pengusaha kena pajak, dengan menggunakan aplikasi elektonik 

faktur (e-Faktur), penyampaian faktur pajak tidak lagi  menggunakan formulir 

yang terlampir dikertas melainkan mengugunakan aplikasi yang berbasis 

komputerisasi dan digital. Aplikasi tersebut mempermudah pengusaha kena pajak 

dalam menyampaikan faktur pajaknya dan pembuatan SPT dapat dibuat oleh 

Pengusaha Kena pajak langsung melalui aplikasi elektronik faktur tersebut, tanpa 
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harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penyampaian faktur pajak 

melalui aplikasi berbasis internet atau yang lebih dikenal dengan e-faktur ini 

merupakan upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan kemudahan 

pelayanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang 

harus dibayarkannya, karena pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak tidak lagi 

harus mengantri untuk membuat faktur pajak dan SPT Masa PPN. Pelaporan 

faktur pajak juga cepat tanpa harus mengantri untuk melaporkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sekaligus 

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat SPT Masa PPN langsung menggunakan 

e-Faktur setelah proses penyampaian faktur pajak tersebut. 

Pemberlakuan e-Faktur menindak lanjuti PER 16/PJ/2014 tentang tata 

cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik, akan dilakukan 

secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 

Juli 2015. Sedangkan pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan secara 

serentak dimulai pada tahun 2016. PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak 

menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga 

akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Badan dan 

Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan berdasarkan basis data Sistem 

Informasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 s.d 2015 adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP Pada KPP Pratama 

Malang Selatan  tahun 2013-2015 

Tahun  Wajib Pajak  PKP              Prosentase PKP 

2013     11.453    851                   7,43% 

2014     13.061  1.015                   7,78% 

2015     15.954  1.358                   8.52% 

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan  

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun 

jumlah pengusaha kena pajak badan dan orang pribadi di wilayah kantor 

pelayanan pajak pratama malang selatan semakin bertambah, hal ini 
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mengakibatkan beban pengarsipan dan waktu yang di butuhkan untuk pengolahan 

pelaporan Faktur Pajak, SPT Masa PPN semakin lama dan tidak efisien, akan 

tetapi hal tersebut tidak di imbangi dengan pertumbuhan pegawai atau petugas 

pajak itu sendiri. Maka dari itulah Direktorat Jendral Pajak melakukan suatu 

inovasi dalam hal penyampaian faktur pajak dan pembuatan SPT Masa PPN guna 

mempermudah pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak dan membuat SPT 

Masa PPN tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. adanya 

kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, transisi cara penyampaian dan 

pelaporan faktur pajak menggunakan e-Faktur dapat mempermudah dan memberi 

manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. 

Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar 

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus 

terciptanya administrasi perpajakan yang modern.  

Namun saat ini belum semua Pengusaha Kena Pajak menggunakan e-

Faktur karena sebagian Pengusaha Kena Pajak masih menganggap bahwa 

penggunaan sistem komputer dalam pelaporan faktur pajak dan pembuatan SPT 

Masa PPN sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih 

banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian e-Faktur dan 

kemampuan Pengusaha Kena Pajak untuk menggunakan e-Faktur masih minim. 

Selain itu, sosialisasi tentang  e-Faktur kepada Wajib Pajak masih belum 

maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan faktur dan pembuatan SPT Masa 

PPN secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Pengusaha 

Kena Pajak sebagai Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan 

adanya e-Faktur ini diharapkan mampu memudahkan petugas pajak dalam hal 

pengelolaan dan sistem adminitrasi faktur pajak. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil 

judul tentang “Prosedur Penggunan e-Faktur Dalam Pembuatan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana prosedur penggunaan e-Faktur dalam pembuatan surat pemberitahuan 

(SPT) masa  pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak? 

1.3 Tujuan dan Manfaat (PKN) 

Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh 

mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap 

kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu : 

 1.3.1  Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Adapun tujuan dari Pratek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui 

Prosedur Penggunan e-Faktur Dalam Pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Oleh Pengusaaha Kena Pajak (PKP) Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.  

1.3.2   Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 a. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah wawasan penulis terutama mengenai penanganan 

keterlambatan pembayaran atas ketetapan pajak. 

b. Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama ma 

perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini 

c. Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dibidang 

perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

d. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja 

dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang 

diperoleh sewaktu melaksanakan Praktik Kerja Nyata. 

e. dapat memahami aplikasi ilmu yang telah didapat di perusahaan/instansi 

khususnya prosedur penggunaan e-Faktur; 

f. menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai 

penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di 
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Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

 
b. Bagi Universitas 

a.  Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 

b.  Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan. 

c. Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten 

dibidangnya di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma 

III Administrasi Perpajakan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian pajak 

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Definisi 

pajak menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo 2011:1) Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat di paksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Direktorat Penyuluhan 

Pelayanan dan Humas (2012:5) mendefinisikan Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badaan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Soemitro, (dalam Siti Resmi 2016:1) Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat di paksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut 

UU Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badaan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran 

wajib rakyat sebagai warga Negara sebagai subjek pajak yang dipungut oleh 

negara, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan diatur 

berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan 

kompensasi secara langsung, karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk 

membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang 

sosial dan ekonomi, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Misalnya, 

pembayaran pajak dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan propinsi, 

7 
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jalan tol, membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya sebagai 

pelayan masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pembangunan kantor 

dinas suatu instansi pemerintahan, membenahi infrastruktur publik, dan lain lain. 

2.1.2  Unsur-unsur Pajak 

Unsur-unsur Pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2011:1) dapat dibedakan 

menjadi 4 (empat) yaitu: 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara; 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang) 

b. Berdasarkan Undang-undang; 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaanya 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah; 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.3  Fungsi Pajak 

Seperti dikutip dari Waluyo (2000:3) Disebutkan ada 2 fungsi pajak, yaitu : 

a. Fungsi penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfunsi sebagai sumber dana yang diperuntunkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluran pemerintah. Contoh: Dimasukanya pajak dalam 

APBN sebagai penerimaan negeri. 
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b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebjaknan 

di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak 

yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras 

dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 

2.1.4 Wajib, Subjek dan Objek Pajak 

 a.  Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. 

b.  Subjek Pajak 

 adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. 

c.  Objek Pajak  

adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan oleh orang pribadi maupun 

badan yang bisa menimbulkan hutang pajak. 

2.1.5  Asas Pemungutan Pajak 

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu adanya asas pemungutan 

dalam memilih alternatif pemungutannya, maka terdapat keserasian pemungut 

pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas 

perlakuan pajak tertentu. Menurut Mardiasmo (2011:7) asas–asas pemungutan 

pajak yaitu: 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


10 
 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri; 

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak; 

c.  Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

2.1.6 Pengelompokan Pajak 

1) Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai. 

2) Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

3) Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan  

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
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  Contoh : Pajak Penghasilan,Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.  

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 

atas :  

   Pajak provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

bakar kendaraan bermotor. 

   Pajak kabupaten/kota contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 

hiburan dan lain-lain. 

 

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa Sistem pemungutan 

pajak 

yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu: 

1) Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus; 

b. Wajib Pajak bersifat pasif; 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri; 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak terutang; 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada   pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.8 Tarif Pajak. 

 Tarif Pajak. 

 Menurut pendapat Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak yakni : 

1) Tarif Pajak sebanding/ proposional 

Tarif berupa persentase yang tetap,terhadap berapapun jumlah yang 

dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap 

besarnya nilai yang dikenakan pajak. 

Contohnya : 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2) Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh : 
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Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah sebagi berikut Rp.3000,00 

3) Tarif Progresif 

Persenatase tarif yang digunakan semakin besar bila yang dikenai pajak 

semakin besar pula. 

Besaran tarif progresif menurut UU 36 th. 2008 pasal 17 Undang-undang 

Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 

 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif di bagi : 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil. 

   4)  Tarif Progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bilajumlah yang dikenai 

pajak semakin besar.  

 

2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak 
a. Pengertian 

 Menurut Muljono (2008:1) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang 
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

        b. Fungsi NPWP 
1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak. 
2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 
c. Pencantuman NPWP 
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 Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak di 
wajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. 
 
2.1.10 Surat Pemberitahuan (SPT) 

1) Pengertian SPT Menurut Mardiasmo (2011:31) 
Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan, perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2) Fungsi SPT 
Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai 
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan 
jumlah 
pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 
a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 
(satu) tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 
c. harta dan kewajiban; dan/atau 
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pem ungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa 
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

3) Jenis SPT 
Jenis jenis SPT menurut Ilyas,Waluyo (2000:36) dibedakan menjadi dua, 
yaitu: 
a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 

masa 
pajak; 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

SPT meliputi: 
1 SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
2 SPT Masa yang terdiri dari: 
     a. SPT Masa Pajak Penghasilan 
     b. SPT Masa Pertambahan Nilai; dan 
     c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai. 
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4) SPT masa PPN. 

Peraturan UU PPN 1984 tentang SPT Masa PPN merupakan sebuah form 

yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai Wajib Pajak untuk 

melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 

yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan 

pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk 

melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau 

pemungut. SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada 

perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0).  Jatuh 

tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan 

berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. 

 

2.2 Prosedur 

2.2.1 Pengertian prosedur 

Pengertian  Prosedur setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. 

Menurut Mulyadi (2003:3) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana 

prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika 

terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-

prosedur yang lain. Menurut Baridwan (1990:5) Prosedur merupakan urutan 

pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, 

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap kegiatan yang 

sering terjadi.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan klerikal, yang melibatkan bebereapa orang didalamnya, dan memiliki 

sususan untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap kegiatan yang 

terjadi berulang ulang dalam satu system dan kegiatan tersebut sering terjadi. 
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2.2.2 Pengertian Prosedur Pembuatan SPT 

  Prosedur pembuatan SPT adalah suatu urutan kegiatan yang melibatkan 

beberapa orang untuk melakukan kewajiban melaporkan penghitungan jumlah 

pajak yang terhutang dari segi perpajakan, yang memiliki susunan dan terjadi 

disetiap periode perpajakan, yang bersifat wajib bagi seseorang atau badan yang 

sudah menjadi wajib pajak dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

 
2.3 e-Faktur 
 e-Faktur adalah suatau aplikasi dimana pengguna dapat melakukan 

pelaporan dan pembuatan SPT masa PPN dengan berbasis secara on-line yang 

realtime. Secara Umum penggunaan faktur pajak secara elektronik diatur oleh 

peraturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151jPMK.03j2013 tentang 

Tata Cara Pembuatan dan Tata  Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. 

Berdasarkan peraturan tersebut Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Peraturan 

Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan 

dan pelaporan Faktur Pajak Berbentuk elektronik.  

 Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan keputusan 

Direktoraat jendral pajak diwajibkan membuat e-Faktur. Tata cara pembuatan 

faktur pajak secara elektronik dan pembuatan SPT masa PPN adalah sama dengan 

tata cara pembuatan faktur pajak dan SPT  masa PPN pajak kovensional/biasa. 

Aplikasi e-Faktur hanya dapat menggunakan mata uang rupiah, oleh karena itu 

untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang 

menggunakan mata uang selain rupiah, harus terlebih dahulu dikonversikan ke 

dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut 

Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur. Direktorat Jendral 

Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah 

(upload) sepanjang Nomor Seri Faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-

Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur pajak yang diberikan oleh DJP kepada 

PKP. 
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2.3.1 Pengertian  Elektronik  Nomor  Faktur 

 e-Nofa adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk memudahkan 

wajib pajak dalam memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak secara online sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e-Nofa adalah 

proses awal permintaan Nomer seri faktur pajak yang akan digunakan dalam 

pelaporan faktur pajak melalui e-Faktur. Nomer seri Faktur Pajak terdiri dari 16 

digit angka. 

 

2.3.2 Permintaan Kode Aktivasi dan password 

 Untuk mendapatkan nomer seri faktur pajak, PKP harus terlebih dahulu 

mengajukan permohonan kode aktivasi dan password ke KPP tempat PKP 

dikukuhkan. Permohonan diajukan dengan menyampaikan secara langsung surat 

permohonan yang telah diisi dengan. 

 

2.3.3 Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak 

 Kode aktivasi digunakan oleh PKP untuk melakukan aktivasi akun PKP 

melalui KPP tempat PKP dikukuhkan, dengan menyampaiklan surat permitaan 

aktivasi akun PKP, atau membuka laman (website) yang ditentukan dan/atau 

disediakan oleh DJP. 

 

2.3.4 Permintaan Sertifikat Elektronik 

 Sertifikat elektonik berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan 

perpajakan secara elektronik yang disediakan DJP. PKP akan diberikan sertifikat 

elektronik setelah mengajukan perminataan sertifikat elektronik dan menyetujui 

syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh DJP. 

 

2.3.5 Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak 

 PKP hanya dapat diberikan nomor seri Faktur Pajak jika telah memenuhi 

semua persyaratan diatas. PKP dapat mengajukan permintaan nomor seri Faktur 

Pajak melalui KPP tempat PKP dikukuhkan, dengan menggunakan surat 

permintaan Nomor seri Faktur Pajak. Atas permintaan nomor seri Faktur Pajak 
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dengan cara ini dan telah memenuhi semua persyaratan, KPP akan menerbitkan 

surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

3.1  Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Malang selatan  awalnya 

adalah bentuk kantor pelayanann induk yaitu “ Kantor Pelayanan Pajak Malang” 

yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor 

pelayan induk tersebut didasarkan pada pembagian kantor pajak sesuai  dengan 

jenis  pajak yang harus dibayar, jadi Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak yang 

sesuai dengan pembayaran jenis pajaknya. 

 Namun, pada tahun 2007 terjadi perombakan sruktur kantor pajak di 

seluruh indonesia yang beralih dari pembagian Kantor Pelayanan  Pajak 

berdasarkan jenis pajaknya menjadi pembagian Kantor pelayanan pajak yang 

bedasarkan Wajib pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak yaitu Kantor 

Pajak Pratama  dan Kantor Pajak Madya. KPP Pratama Malang Selatan secara 

resmi dideklarasikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 

55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan no. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jendral Pajak. 

 Dalam rangka  guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak  

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pembentukan Kantor 

Pelayanan Pajak  Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan 

pembentukan kantor pelayan pajak pratama lainya diresmikan diseluruh Kantor 

Wilayah Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa KPP Pratama Malang Selatan merupakan pecahan dari KPP Malang yang 

merupakan KPP induk dan KPP induk ini berdasarkan pada pembagian wilayah 

kerjanya di kabupaten maupun kota malang dipecah menjadi KPP Pratama 

Malang Selatan , KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Kepanjen dan KPP 

Singosari. Kantor Pelayanan Pajak wilayah Kabupaten Malang  terdiri dari KPP 

Kepanjen untuk Kabupaten Malang bagian selatan sedangkan Kabupaten Malang 

19 
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bagian utara dipusatkan di KPP Pratama Singosari. Untuk wilayah kerja Kota 

Malang terbagi dalam dua KPP Pratama lagi dengan pembagian wilayah sebagai 

berikut : 

1) KPP Pratama Malang Selatan : wilayah kerja Kecamatan Klojen, 

Sukun dan Kedungkandang. 

2) Kpp Pratama Malang Utara : wilayah kerja Kecamatan Lowokwaru 

dan Blimbing.    

3.2 Visi, Misi, dan Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah 

memberikan kontribusi pemasukan bagi negara dari sektor perpajakan, khususnya 

untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan dan Visi, Misi KPP Pratama Malang Selatan. 

1) Visi dari  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah Menjadi 

institusi peerintah yang menyelenggarakan sistem perpajakan modern yang 

efektif, efesien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan 

profesionalisme yang tinggi. 

2) Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah 

Menghimpun penerimaan pajak negara bedasarkan Undang-Undang 

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan 

yang efektif dan efesien. 

 

3.3  Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap 

fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan 

organisasi. Jadi untuk menjadi suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi 

instansi mutlak diperlukan. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila di 

dalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, 

delegasi kekuasaan, rentang kekuasaan, tingkat-tingkat pengawasan, kesatuan dan 

tanggung jawab, serta koordinasi. Hal-hal tersebut dibentuk untuk menghindari 
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terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Struktur organisasi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan No.206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disajikan pada gambar 3.1 sebagai berikut : 

 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK 
PRATAMA MALANG SELATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan (2016) 

Bagan 3.1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan 

1.    Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan 

 

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan 

penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang 

perpajakan serta pengolahan dan pemeliharaan di bidang perpajakan. 
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dan Kepatuhan 
Internal 

Kelompok 
Jabatan 

Fugsional 
 

Seksi 
Pengolahan 
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Informasi 

 
Seksi  

Pelayanan 

 
Seksi 

Penagihan 

 
Seksi 

Pemeriksaan 
 

 
Seksi 

WASKON III 

 
Seksi 

WASKON IV 

 
Seksi  

WASKON II 

 
Seksi  

WASKON I 
 

Seksi 
Ekstensifikasi 

dan 
Penyuluhan 
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2.    Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan 

kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan 

risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak 

lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses 

bisnis. 

 

3.    Seksi Pengolahan Data dan Informasi ( PDI ) 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 

perpajakan,  urusan  tata  usaha  penerimaan  perpajakan, pengalokasian 

Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan  dukungan teknis  komputer,  

pemantauan  aplikasi  e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, 

serta pengelolaan kinerja organisasi. 

 

4. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penetapan 

dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 

Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 

 

5. Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang 

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 

penagihan. 
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6. Seksi Pemeriksaan 

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta 

administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan 

oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. 

 

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang 

ekstensifikasi untuk mencari wajib pajak baru dan melakukan penyuluhan 

terhadap wajib Pajak baru. 

 

8.    Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas  melakukan proses  

penyelesaian permohonan  Wajib  Pajak,  usulan  pembetulan ketetapan 

pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, 

serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

9.    Seksi Pengawasan dan Konsultasi  II, III dan VI 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan VI mempunyai tugas melakukan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 

bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, 

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi 

data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan 

ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. 

 

10.  Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai pembantu dalam 

setiap seksi yang ada guna mempermudah kinerja setiap seksi yang ada. 
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Kelompok ini ada dalam setiap seksi-seksi yang ada dalam strukur oranisasi 

KPP Pratama Malang Selatan. 

 

3.4 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

 Sesuai dengan namanya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

yang merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan di 

bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tugas 

pokok sebagai instansi pemerintah yakni melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 

dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang  Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, 

Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Disamping menjalankan tugas diatas, Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian  informasi  perpajakan,  pendataan objek  dan subjek 

pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 

2. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

3. pengadministrasian dokumen dan berkas  perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 

4. penyuluhan perpajakan; 

5. pelayanan perpajakan; 

6. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak; 

7. pelaksanaan ekstensifikasi; 

8. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 

9. pelaksanaan pemeriksaan pajak; 

10. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

11. pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

12. pembetulan ketetapan pajak; 

13. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan 

14. pelaksanaan administrasi kantor. 
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3.5 Lokasi Instansi 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka 

Utara No.3 (Telp. 0341-361121 Fax 364407)  Malang 65119 
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BAB 5 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan tentang Prosedur Penggunaan e-Faktur dalam 

pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP), dapat ditarik kesimpulan: 

a. Sebelum mulai menggunakan e-Faktur, Wajib Pajak harus mendaftarkan dan 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KPP; 

b. PKP yang sudah dikukuhkan oleh KPP meminta Sertifikat elektronik; 

c.    Ada tahapan utama dalam Pembuatan SPT Masa PPN menggunakan e-

Faktur, Register Aplikasi, register User, Administrasi Faktur dan kemudian 

pembuatan SPT Masa PPN.  

Pemberlakuan e-Faktur  memiliki keunggulan, mempunyai unsur 

kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dibanding dengan Faktur Pajak 

Konvensional. Kenggulan tersebut berguna bagi Pengusaha Kena Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususunya pembuatan faktur pajak dan 

pembuatan SPT Masa PPN.  

 

5.2 Saran 

a. Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan sosialisasi yang lebih persuasif  

kepada wajib pajak agar dalam Pembuatan SPT masa PPN menggunakan e-

faktur 

b. Kantor Pelayanan Pajak bisa melakukan kerja sama terhadap pihak pihak 

terkait contohnya Tax Center dalam proses sosialisasi atau melakukan 

pendampingan tentang  e-Faktur.  
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